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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah merebak ke segala 

lapisan mayarakat indonesia, bukan hanya pada kalangan orang dewasa, 

tidak sedikit anak juga menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Pada 

generasi muda peredaran narkotika akan sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan berbangsa dan negara di masa yang akan datang. 

Pada abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah 

narkotika semakin meningkat, salah satunya dapat dilihat melalui Single 

Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961.1  Masalah ini menjadi 

penting mengingat bahwa penyalahgunaan obat-obat (narkotika) itu adalah 

suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental. Penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya akhir-akhir ini semakin marak di 

Indonesia.Didalam ketentuan dan aturannya juga jelas disebutkan bahwa, 

narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesahatan 

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.2  

Adapun yang di maksud narkotika menurut Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika  pada Pasal 1 angka 1 adalah: “Narkotika 

 
1 Adi, Kusno,2009. “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkotika Oleh Anak” (Malang: UMM Press, hlm. 30 
2 Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No.35 th.2009, LN Nomor 143 tahun 2009, 

TLN Nomor 5062, Ps 7 



2 

 
 

 
 

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantugan, yang dibedakan dalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.” 

Pada Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang 

menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.3 Narkotika sendiri 

sebenarnya merupakan obat yang yang digunakan dalam pelayanan 

kesehatan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah penyalahgunaan dari 

obat-obatan ini. Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi 

permasalahan internasional. Hampir setiap hari ditemukan kasus 

penyalahgunaan narkotika ini. Lebih memprihatinkan lagi, bahwa 

penyalahgunaan narkotika ini mulai merambah ke anak-anak.  

Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), 

banyaknya anak yang terlibat dalam kenakalan remaja dan penyimpangan 

tingkahlaku atau bahkan perbuatan melangar hukum, antara lain disebabkan 

oleh faktor di luar diri anak tersebut.4 Anak yang berhadapan dengan hukum 

menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif 

menyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin 

meningkat. 

 
3 Ibid, Ps 1, Angka 15 
4 M Zebua dkk, 2016 “Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. ”Diakses di 

http://gaya.tempo.co/read/news/2014/12/31/17 4632007/ pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 19.11 
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Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan kepada anak yang 

berhadapan dengan hukum termasuk juga perkara narkotika harus dilakukan 

dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak tersebut. Anak 

sebagai korban penyalahgunaan narkotika harus mendapatkan hak-hak yang 

sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam peraturan undang-undang 

perlindungan anak. Peraturan tentang anak sebagai korban / anak sebagai 

saksi telah di atur di dalam Sistem Peradilan Anak yakni Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 BAB VII Anak Korban / Anak 

Saksi, dari peraturan tersebut telah dijelaskan bagaimana seharusnya anak 

diperlakukan untuk tetap mendapatkan hak-hak nya secara menyeluruh. 

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak 

memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, 

lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi 

kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa atau lembaga pendidikan. 

Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sebagai penyalahguna 

narkotika dimungkinkan dengan penyerahan kepada orang tua/ wali atau 

keikut sertaan dalam pendidikan dan pelatihan dan pelayanan masyarakat, 

sehingga anak benar-benar memperoleh perlindungan, dengan menolong 

anak tersebut agar terbebas dari jeratan narkotika di masa mendatang. 

Kewenangan ini, tentunya berada di sudut pandang manapun termasuk 

Kepolisian Republik Indonesia atau Badan Narkotika Nasional/ Daerah 

(BNN/BND).  
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 

menyatakan dimana pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib 

untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi adalah suatu 

proses pemulihan seseorang dari gangguan penggunaan narkoba, pemulihan 

ini bersifat jangka pendek maupun panjang. Rehabilitasi sosial lebih 

bermanfaat bagi masa depan anak.5 Tujuan diadakan rehabilitasi adalah 

untuk mengubah perilaku serta mengembalikan fungsi individu tersebut di 

masyarakat. 

Perlunya rehabilitasi bagi para pengguna narkotika dikarenakan para 

pengguna narkotika ingin segera sembuh dari pengaruhnya, dan mereka 

pada dasarnya tidak bisa menolong dirinya sendiri oleh karena itu, terhadap 

pengguna narkotika perlu dilakukan penanganan lebih lanjut salah satunya 

dengan melakukan rehabilitasi, terutama jika terjadi kepada anak–anak 

dibawah umur yang masih harus butuh perhatian khusus dari orang tua.  

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika 

yang berada pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dapat 

dilakukan dengan rehabilitasi, jika seorang anak telah dinyatakan 

menyalahgunakan narkotika, maka berdasarkan aturan perundang-

undangan, anak tersebut wajib untuk direhabilitasi.6 

 
5 Ni Made Kusuma Wardhani dan I Gusti Ngurah Wairocana, 2018. “Perlindungan Hukum 

Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih” 

diakses di https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view /40888, pada tanggal 11 

Januari 2022 pukul 20.20 

6 Beniharmoni harefa, 2017, “perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna 

narkotika dalam sistem peradilan pidana anak diindonesia”, Perspektif , Vol. 22, No. 3 hlm.227 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view%20/40888
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Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

menyatakan bahwa :  

1. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang 

ditunjuk oleh Menteri;  

2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang di selenggarakan oleh instansi 

pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis 

Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. 

 

Pada hal ini akan dilakukan penelitian mengenai bagaimana 

rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak 

serta bagaimana bentuk perlindungan lain untuk memenuhi hak anak yang 

terlibat narkotika agar bisa kembali bermasyarakat serta sehat dalam fisik 

maupun mental di Provinsi Sumatera Selatan lebih spesifik kota Palembang. 

Sehubungan dengan hal tersebut yang dianggap menarik bagi 

peneliti, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat 

permasalahan tersebut dalam bentuk sekripsi yang berjudul : 

“PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas untuk membatasi ruang 

lingkup permasalahan maka penulis menentukan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi  terhadap anak yang melakukan  
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penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan 

rehabilitasi terhadap anak di Kota Palembang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka Tujuan Penelitian 

yang akan dilakukan Penulis adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi 

terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Kota 

Palembang 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan 

rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika di Kota 

Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan penulis, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna dan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pikiran dan 

wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu bagi pihak 

akademis terutama mahasiswa ilmu hukum di bidang hukum pidana. 

2. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 

praktisi hukum pidana atau aparat penegak hukum yaitu Mahkamah 

Agung, Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai penegak 

hukum dalam menjalankan proses peradilan pidana yang 

mempunyai kedudukan yang sama sebagai penegak hukum. 

E. Ruang Lingkup 

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis dan luasnya 

kajian hukum maka ruang lingkup skripsi ini hanya melihat hal yang 

berkaitan dengan judul skipsi yaitu pelaksanaan rehabilitasi yang 

dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman 

terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.7 

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan 

hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat 

preventif dan resprensif.8 Perlindungan Hukum yang preventif 

 
7 Satjipto Raharjo, 2000. “ Ilmu Hukum”, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,  hlm.69 
8 Pjillipus M. Hadjon, 1987.  “Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia”, Surabaya : PT. 

Bina Ilmu,  hlm.2 
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bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan 

tindakan pemerintah  yang bersikap hati-hati dalam pengambilan 

keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk 

penanganannya di lembaga peradilan.9 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, demikian juga terhadap 

anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Perlindungan 

hukum terhadap anak dalam dokumen internasional dijelaskan bahwa 

perlindungan hukum bagi anak dapat juga diartikan sebagai upaya 

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak 

serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan 

bagi anak.10  

2. Teori Rehabilitasi 

Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang harus 

didukung dengan aturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi 

para penyalahguna dan pecandu narkotika. Pengaturan tentang 

rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan keberadaan kebijakan 

 
9Ibid, hlm.54  
10 W.J.S. Poerwadarminta, 2005. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta: Balai Pustaka, 

hlm. 1359 
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hukum yang mempunyai tujuan agar penyalahguna dan pecandu 

narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut.11  

Rehabilitasi bukan hanya sekedar memulihkan kesehatan si 

pecandu melainkan suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh 

sehingga dapat meninggalkan rasa ketagihan dan kecanduan.12 

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna atau pecandu 

narkotika menganut teori treatment dan social defense. Teori treatment 

merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari 

efek ketergantungan nerkotika, selain menggunakan teori treatment 

ada juga teori socian defense digunakannya teori ini dikarenakan 

bentuk perlindungan sosial yang menyatukan pecandu atau 

penyalahguna narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak melakukan 

penyalahgunaan lagi.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

empiris yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan 

suatu subyek atau obyek berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang 

lainnya yang berada di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Dalam 

hal mengkaji permasalahan penelitian ini pada bidang ilmu hukum 

 
11 Ibrahim Fikma Edrisy, 2016. “Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak Penyalah Guna 

Narkotika”, Viat Justisia Journal of Law, Vol. 10, No.2 hlm.322 
12 Lambertus, 2001, Rehabilitasi Pecandu Narkoba, Jakarta: PT. Grasindo. Hlm.19 
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dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Metode 

penelitian hukum empiris melakukan penelitian langsung di lapangan 

(field research) yang besumber dari badan hukum yang 

bersangkutan.13 Dengan mneggunakan doktrin – doktrin, asas – asas 

dalam ilmu hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan judul 

skripsi ini.  

2. Pendekatan Penelitian  

Penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statute 

approach) dan Pendekatan sosiologis (sociological approach). 

1. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)  

adalah suatu jenis pendekatan yang dilakukan dengan 

menganalisis peraturan perundang – undangan dan regulasi yang 

berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang 

dihadapi.14 

2. Pendekatan Sosiologis ( sociological approach ) 

Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan cara 

melakukan studi empiris atau melakukan penelitian langsung 

ke lapangan dimana akan terkumpul suatu data yang 

merupakan hasil dari wawancara pada pihak terkait.15 

 
13 Nurul Qamar dkk, 2017. “Metode Penelitian Hukum”, Makassar: CV. Social Politic Genius 

(SIGn), hlm.8 
14Peter Mahmud Marzuki, 2011. “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana Prenada Media,  

hlm.93 
15Jonaedi Efendi dkk, 2016.  “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Jakarta: 

Kencana, hlm.152 
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3. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian menggunakan data primer, namum juga didukung 

dengan data sekunder. 

1. Data primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung 

dilapangan melalui wawancara dengan narasumber atau 

informan yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Data sekunder 

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

1) Bahan Hukum Primer 

Berisikan Peraturan Perundang – Undangan, Catatan 

– catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Peraturan 

Perundang – Undangan.25 Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan kaidah – kaidah positif yang mengikat sebagai 

berikut: 

a) KUHP UU Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan 

Hukum Pidana 

b) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang 
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Narkotika 

c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak 

d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

e) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 1985 

Tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang 

Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan Hukum sekunder meliputi studi kepustakaan 

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder diperoleh peneliti melalui 

media perantara berupa buku – buku yang berkenaan dengan 

hukum sesuai dengan judul penelitian ini, catatan yang 

relevan dengan objek kajian penelitian yang telah ada, baik 

yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara 

umum.16 

3) Bahan hukum premier 

 
16 Peter Mahmud Marzuki, 2005. “Penelitian Hukum (Edisi Revisi”), Jakarta : Kencana 

Prenada Media Group, hlm.181 
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Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder.17 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan metode sebagai berikut:  

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Dalam penelitian menggunakan data skunder yaitu data 

pokok, untuk menunjang data yang didapat dari hasil 

penelitian di lapangan dengan menggunakan bahan hukum 

yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa bahan hukum 

primer, skunder, dan tersier. 

2. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan 

penelitian secara lansung pada tempat dan objek penelitian. 

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 

data primer yang dilakukan dengan wawancara. 

5. Lokasi Penelitian 

 
17Soerjono Soekanto, 2005. “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta:Universitas Indonesia 

Press, Hlm.52 
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Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di wilayah 

hukum Provinsi Sumatra Selatan lebih tepatnya pada pada  BNN 

Provinsi Sumatra Selatan. 

6. Populasi dan Sampel 

1) Populasi  

Populasi adalah daerah atau wilayah yang terdiri atas obyek 

dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Dalam hal ini populasi pada penelitian ini 

dilakukan pada wilayah Kota Palembang 

2) Sampel 

Sampel adalah sebagian dari beberapa jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki  populasi.18 Dalam penelitian ini ditarik 

sampel untuk mewakili populasi tersebut sebagai obyek yang diteliti 

dengan menggunakan cara non-random, guna mendapatkan sampel 

yang bertujuan (purposive sampling), yaitu dengan mengambil 

anggota sampel sehingga sampel mencerminkan ciri-ciri dari 

populasi yang sudah dikenal sebelumnya.19 Peneliti memilih dan 

menentukan responden yang mana dianggap mewakili populasi 

yaitu wilayah Kota Palembang. 

 
18Sugiyono, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif,  Bandung: Alfabeta, hlm. 56 
19A saleh, 2012 diakses di : 

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/743/6/071803008_file%206.pdf pada 10 Januari 

2022 

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/743/6/071803008_file%206.pdf


15 

 
 

 
 

7. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode 

pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan 

rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka hanya sebatas 

persentase sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh 

mengenai penelitian yang diteliti.20 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik kualitatif, yaitu cara pemilihan data yang 

memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas 

temuan dan selanjutnya dibuat simpulan dan rekomendasi-

rekomendasi.21 

8. Penarikan Kesimpulan 

. Penelitian ini melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif 

yaitu bertitik dengan pemikiran mendasar yang bersifat umum dan 

ditarik kesimpulan yang khusus.22 Pengambilan Kesimpulan penelitian 

ini akan dilakukan atas hasil dari analisa dan interprestasi data secara 

sistematis yang dilengkapi dengan saran. Pengambilan kesimpulan 

selalu harus didasarkan pada data yang diperoleh dalam kegiatan 

penelitian.

 
20 Ediwarman, Monograf, 2015. “Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, 

Tesis, dan Disertasi”,  Medan : PT. Sofmedia, hlm.127 
21 Burhan Ashshofa, 2013. “metode penelitian hukum”, cet.3 Jakarta : rineka cipta, hlm.74 

22Bambang Sunggono,2007. “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm.11. 
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